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Abstrak

Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam
melawan ketidakadilan pasar. Keberhasilan koperasi dalam membangun posisi
tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan pada bisnis mikro hingga
tingkatan kesepakatan internasional. Koperasi lebih mementingkan hubungan
antar manusia daripada materi atau keuntungan (ekonomi) yang berdasar pada
Sila — sila Pancasila. Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus
tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling
kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kesia-siaan. Peran
kegiatan usaha koperasi tersebut kemudian menjadi penentu bagi peran lain,
seperti peran koperasi sebagai lembaga sosial. Masyarakat perlu ditumbuhkan
kesadarannya untuk mampu mengambil keputusan sendiri demi kepentingan
mereka sendiri. Strategi pengembangan yang perlu dikembangkan adalah strategi
yang partisipatif

Kata Kunci : Koperasi, Ekonomi Pancasila, Strategi Pengembangan Ekonomi
Pendahuluan

Sistem perekonomian pasar yang berkeadilan sosial dibangun, tidaklah
cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Sangat tidak bijak apabila
menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan pasar menjawab
masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah. Koperasi sebagai
suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar
karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti
keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai
konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan
kesepakatan internasional. Banyak Pemerintah di dunia yang menganggap adanya
persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama

(Sutrisno, 2003).
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Di masa abad ke-18 dan 19 dengan segala kekurangan dan kelebihannya,
perekonomian koperasi terbukti telah cukup mampu memainkan peran besarnya
untuk mendorong petani, pengrajin, pedagang kecil dan kaum buruh serta pekerja
kecil lainnya untuk dapat bertahan hidup dan berusaha di masa-masa sulit di tengah
himpitan tekanan dampak reformasi pertanian, revolusi industri dan politik
ekonomi liberal. Walau koperasi yang ada berbeda-beda dalam skala dan
ukurannya, namun tujuan dasar idiologinya mempunyai watak yang sama
(Anonim, 2010).

Di Eropa pada masa-masa itu, koperasi telah dipandang sebagai senjata
umum yang ampuh untuk memerangi kemiskinan. Tidak hanya itu, api dan
semangat berkoperasi ternyata kemudian juga telah menerobos ke luar jauh dari
benua Eropa dan diterima oleh masyarakat dari belahan bumi lain di hampir
seluruh pelosok penjuru dunia. Bahkan menjadi opsi yang dianggap mampu
menjawab fenomena ekonomi sosial yang tengah berkecamuk saat itu. Meskipun
demikian ada juga yang sinis, utamanya kaum kapitalis, yang sering menyebut
koperasi sebagai ” kinder der not “, (anak yang lahir dari kesengsaraan)
(Mubyarto, 2003).

Pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan para Bapak Bangsa untuk
mengantar perekonomian Bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dalam
kebersamaan dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam
kemakmuran” (Sutrisno, 2003). Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan
masyarakat kita hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan memang memaksa Kita
untuk memilih menggunakan cara itu. Persoalan pengembangan koperasi di
Indonesia sering dicemooh seolah sedang menegakan benang basah. Pemerintah di

negara-negara berkembang memainkan peran ganda dalam pengembangan koperasi



dalam fungsi "requlatory” dan "development". Tidak jarang peran ‘’development”

justru tidak mendewasakan koperasi.

Berbeda dengan koperasi pada umumnya, maka koperasi yang dimaksud
olen Pancasila dan UUD 45 adalah merupakan lembaga kehidupan rakyat
Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu Masyarakat adil dan
makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat
(2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara (Hariyono,
2003).

Pada perkoperasian lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada
materi atau keuntungan (ekonomi). Hal ini seirama dengan spirit Rakyat Indonesia
pada umumnya memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat
“homo societas”, (Jawa: Tuna sathak bathi sanak). Sebuah contoh nyata
membangun rumah penduduk dengan sistim gotong-royong (Jawa : sambatan).
Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi
termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi
liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun
rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan (Hariyono, 2003).

Sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem
ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga. Bangun
koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari
anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33
ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Koperasi betul-betul menguasai sumber
kesejahteraan/rejeki dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara

adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali, tetapi sangat



dipersyaratkan bahwa sistem pengeloaannya haruslah benar dan tertib tanpa

kecurangan (Mubyarto dan Bromley, 2002).

Melacak dari sejarah perjuangan, bagi bangsa Indonesia proklamasi
kemerdekaan Indonesia adalah merupakan “berkat rakhmat Allah” (Pembukaan
UUD 1945 alinea ketiga) yang melekat menyertai perjuangan pergerakan
Kemerdekaan Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea kedua), sedang dalam
batang tubuhnya ditegaskan ‘“Negara berdasarkan atas Ke Tuhanan Yang Maha
Esa” (Pasal 29 UUD 1945), yang artinya tatanan dan pelaksanaan kehidupan
berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum dan nilai-nilai Ke Tuhanan Yang
Maha Esa (Hariyono, 2003).

Proklamasi juga merupakan tekad dan janji bangsa Indonesia untuk
melaksanakan janjinya itu secara konsisten, murni dan konsekwen bersama
segenap rakyat Indonesia di lingkungan dunia internasional dalam tingkat, harkat,
martabat dan derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Pada tahap kedua
Perjuangan bangsa telah berjalan selama hampir 58 tahun. Hasil perjuangan masih
jauh dari gambaran cita-cita bangsa Indonesia (alinea 4 Pembukaan UUD 1945),
yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu : (Hariyono, 2003)

a. Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang
bersih, berwibawa, stabil dan kuat agar mampu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa guna
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,

c. lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Untuk mencapai hasil yang diharapkan diperlukan langkah pencermatan
terhadap pengalaman masa lalu untuk introspeksi dan evaluasi berdasarkan
platform tersebut diatas guna menemukan penyebab yang dianggap paling
mendasar dari kegagalan perjuangan tahap kedua, kemudian secara induktif dan
deduktif dicari berbagai alternatif pemecahannya sebagai upaya antisipatif dari
segala penyebab kegagalan tersebut (Krisnamurthi, 2002).

Rencana baru perjuangan yang berpijak pada platform tersebut disusun,
karena lebih realistis dan lebih terukur dalam ruang dan waktu yang tersedia secara
kontekstual sesuai dengan hasil analisa situasi dan kondisi obyektif yang nyata
serta menyusun strategi dan taktik perjuangan yang lebih relevan untuk tidak

mengulangi kegagalan lagi (Rusidi dan Suratman, 2002).

A. EKONOMI INDONESIA DENGAN MORAL PANCASILA
Pancasila sebagai suatu pandangan hidup maka sila-silanya merupakan
sudut-sudut pandang atau aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia, yaitu sebagai berikut : (Hariyono, 2003).
1). Ketuhanan Yang Maha Esa; merupakan aspek spiritual,
2). Kemanusiaan yang adil dan beradab; merupakan aspek kultural,
3). Persatuan Indonesia; merupakan aspek politikal,
4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan; merupakan aspek sosial,
5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; merupakan aspek ekonomikal.
Kelima sila tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan tersusun
secara hirarkis dan berjenjang yaitu sila pertama meliputi sila kedua, sila kedua
meliputi sila ketiga, sila ketiga meliputi sila keempat dan sila keempat meliputi sila

kelima. Atau sebaliknya dapat dikatakan sila kelima merupakan derivasi sila



keempat, sila keempat merupakan derivasi sila ketiga, sila ketiga merupakan

derivasi sila kedua dan sila kedua merupakan derivasi sila pertama (Notonegoro,

dalam Hariyono, 2003).

Kandungan dalam sistem perekonomian Pancasila adalah seluruh nilai-nilai
moral Pancasila. Selain itu acuannya adalah seluruh aspek kehidupan sila-sila dari
Pancasila. 3 (tiga) pilar sub sistem Ekonomi Pancasila terdiri atas, yaitu :
(Hariyono, 2003)

a. Pilar ekonomi negara yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas
negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (negara kuat), dengan
tugas pokok antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia

b. Pilar ekonomi rakyat yang berbentuk koperasi (sharing antara negara dan
rakyat) dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, (home
front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh
anggotanya.

c. Pilar ekonomi swasta yang berfungsi untuk ikut melaksanakan ketertiban
dunia, dengan tugas pokok mewujudkan kemajuan usaha swasta yang memiliki
daya kompetisi tinggi di dunia internasional.

Kompetisi perekonomian untuk kesejahteraan rakyat dalam moral Pancasila
tidak sama dengan free fight competition ala barat (neoliberalisme). Pada kompetisi
ala barat menghalalkan segala cara atau diperbolehkan merugikan fihak lain (tujuan
keuntungan semata). Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus
tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling
kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kesia-siaan (Mubyarto,

2003).



Pola pengelolaan dari masing-masing pilar ekonomi tersebut berbeda dan
membutuhkan kemampuan para pelaksana secara profesional agar hasilnya
menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap mendasarkan kerjanya pada
prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja pada masing-masing pilar.
Masing-masing pilar mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri meskipun tidak
tertutup kemungkinan untuk saling kerjasama dan saling bantu tanpa merugikan

salah satu fihak (Mubyarto, 2003).

B. TATA KELOLA KOPERASI INDONESIA
Koperasi Indonesia sebagai lembaga ekonomi yang mampu mewujudkan

Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur apabila dikelola secara benar dan

tertib. Sehingga diperlukan arahan dan pedoman yang benar dengan maksud untuk

pengendalian dan penegakan kembali setiap kali terjadi kesalahan atau
penyimpangan.
Sistem Ekonomi Indonesia dengan moral Pancasila adalah sebagai berikut :

(Mubyarto, 2002)

a. Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu meningkatkan efisiensi
ekonomi nasional dan sekaligus menghapus berbagai ketidakadilan ekonomi
dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.

b. Reformasi ekonomi Indonesia adalah pembaruan berbagai aturan main tentang
hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Aturan-aturan main ini secara
keseluruhan dibakukan dalam Sistem Ekonomi Pancasila.

c. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan nasional merupakan
pengamalan Pancsila yang akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia,

masyarakat dan bangsa Indonesia.



d. Ideologi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan (Mukadimah) UUD
1945, merupakan pegangan dan landasan strategi pembangunan nasional.
Namun demikian strategi pembangunan nasional yang dilandasi ideologi
nasional Pancasila belum pernah benar-benar diterima dan dilaksanakan secara
ikhlas oleh seluruh warga bangsa.

e. Visi masa depan yang jernih hanya dapat diproyeksikan dengan menggunakan
ideologi Pancasila yang setiap pelakunya berusaha mewujudkannya dalam
tindakan konkrit kehidupan sehari-hari terutama dengan menunjuk pada ajaran-
ajaran moral agama.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur seperti
yang dicita-citakan, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945), tanpa
kecuali. Kandungan konsekuensi adalah bahwa segenap tenaga kerja Indonesia
harus habis terserap dalam sistem ekonomi Pancasila yang terdiri atas tiga pilar
ekonomi tersebut.

Dalam pilar ekonomi negara unsur tenaga kerjanya tentu selektif dan
terbatas. Begitu pula dalam pilar ekonomi swasta kebutuhan tenaga kerjanya tentu
juga selektif dan terbatas karena harus mampu bekerja secara efisien, efektif dan
produktif guna mencapai daya saing yang cukup tinggi dalam dunia perdagangan
dan usahanya (Hariyono, 2003).

Dalam kedua pilar tersebut diatas kebutuhan tenaga kerjanya terbatas maka
dalam pilar ekonomi rakyat atau koperasi penyerapan tenaga kerjanya tidak boleh
terbatas karena tidak boleh terjadi adanya tenaga kerja yang tidak mendapat
pekerjaan. Konsekuensinya maka segenap warga negara harus menjadi anggota

koperasi Indonesia. Pola pengelolaan koperasi Indonesia dituntut untuk mampu



menciptakan suatu sistem manajemen. Untuk keperluan itu dibutuhkan bantuan
dari Lembaga Perguruan Tinggi yang terkait dengan masalah tersebut (Mubyarto,

2003)..

C. MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA
Peran dan juga kedudukan koperasi dalam masyarakat akan sangat

ditentukan oleh perannya dalam kegiatan usaha (bisnis). Peran kegiatan usaha

koperasi tersebut kemudian menjadi penentu bagi peran lain, seperti peran koperasi

sebagai lembaga sosial. Strategis pengembangan usaha koperasi dapat dipertajam

untuk beberapa hal berikut (Krisnamurthi, 2002) :

1). Mengembangkan kegiatan usaha koperasi dengan mempertahankan falsafah
dan prinsip koperasi.
Beberapa koperasi pada beberapa bidang usaha sebenarnya telah menunjukkan
Kinerja usaha yang sangat baik, bahkan telah mampu menjadi pelaku utama
dalam bisnis yang bersangkutan. Misalnya, GKBI yang telah menjadi terbesar
untuk usaha batik, Kopti yang telah menjadi terbesar untuk usaha tahu dan
tempe, serta banyak KUD yang telah menjadi terbesar kecamatan wilayah
kerjanya masing-masing. Pada koperasi-koperasi tersebut tantangannya adalah
untuk dapat terus mengembangkan usahanya dengan tetap mempertahankan
prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia. Pada prakteknya, banyak koperasi
yang setelah berkembang justru kehilangan jiwa koperasinya. Dominasi
pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha dan koperasi yang membentuk
PT (Perseroaan Terbatas) merupakan indikasi kekurang-mampuan koperasi
mengembangkan usaha dengan tetap mempertahankan prinsip koperasi. Jika
tidak diantisipasi kondisi ini pada gilirannya akan mengaburkan tujuan

pengembangan koperasi itu sendiri.



2).

3).

Keterkaitan kegiatan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha umum.

Hal yang menonjol adalah dalam interaksi koperasi dengan bank. Sifat badan
usaha koperasi dengan kepemilikan kolektif ternyata banyak tidak
berkesesuaian (compatible) dengan berbagai ketentuan bank. Sehingga
akhirnya ‘terpaksa’ dibuat kompromi dengan menjadikan individu (anggota
atau pengurus) sebagai penerima layanan bank (contoh : kredit KKPA). Hal
yang sama juga terjadi jika koperasi akan melakukan kontrak usaha dengan
lembaga usaha lain. Kondisi ini berhubungan erat dengan aspek hukum
koperasi yang tidak berkembang sepesat badan usaha perorangan. Disamping
itu karakteristik koperasi tampaknya kurang terakomodasi dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang menyangkut badan usaha selain undang-
undang tentang koperasi sendiri. Hal ini terlihat misalnya dalam peraturan
perundangan tentang perbankan, perpajakan, dan sebagainya.

Mengatasi beberapa permasalahan teknis usaha bagi koperasi kecil untuk
berkembang.

Koperasi (KUD) sayur di Pangalengan kebingunan pada saat ada permintaan
untuk melakukan ekspor tomat ke Singapura: bagaimana mekanisme
pembayarannya, bagaimana membuat kontrak yang tepat, dan sebagainya.
Koperasi tersebut juga tidak tahu, atau memang karena tidak ada, dimana atau
kepada siapa harus bertanya. Hal yang sama juga dihadapi oleh sebuah koperasi
di Jogjakarta yang kebingungan mencari informasi mengenai teknologi
pengemasan bagi produk makanan olahannya. Permasalahan teknis semacam
ini telah semakin banyak dihadapi oleh koperasi, dan sangat dirasakan
kebutuhan bagi ketersediaan layanan untuk mengantisipasi berbagai

permasalahan tersebut.



4).

).

Mengakomodasi keinginan pengusaha kecil untuk melakukan usaha atau
mengatasi masalah usaha dengan membentuk koperasi.

Beberapa pengusaha kecil jamu di daerah Surakarta dan sekitarnya tengah
menghadapi kesulitan bahan baku (ginseng) yang pasokannya dimonopoli oleh
pengusaha besar. Para pengusaha tersebut juga masih harus bersaing dengan
pabrik jamu besar untuk dapat memperoleh bahan baku tersebut. Mereka ingin
berkoperasi tetapi tidak dengan pola koperasi yang sudah ditentukan oleh
pemerintah. Hal yang sama juga dihadapi oleh pengusaha kecil besi-cor di
Bandung untuk mendapatan bahan baku ‘inti-besi’-nya, atau untuk menghadapi
pembeli (industri besar) yang sering mempermainkan persyaratan presisi
produk yang dihasilkan. Contoh-contoh diatas memberi gambaran bahwa
keinginan dan kebutuhan untuk membentuk koperasi cukup besar, asalkan
memang mampu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para pengusaha
tersebut. Kasus serupa cukup banyak terjadi pada berbagai bidang usaha lain di
berbagai tempat.

Pengembangan kerjasama usaha antar koperasi.

Konsentrasi pengembangan usaha koperasi selama ini banyak ditujukan bagi
koperasi sebagai satu perusahaan (badan usaha). Tantangan untuk membangun
perekonomian yang kooperatif sesuai amanat konstitusi kiranya dapat
dilakukan dengan mengembangan jaringan kerjasama dan keterkaitan usaha
antar koperasi. Hal ini juga sebenarnya telah menjadi kebutuhan diantara
banyak koperasi, karena banyak peluang usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh
koperasi secara individual. Jaringan kerjasama dan keterkaitan usaha antar
koperasi, bukan hanya keterkaitan organisasi, potensial untuk dikembangkan

antar koperasi primer serta antara primer dan sekunder. Perlu pula menjadi



6).

7).

catatan bahwa di berbagai negara lain, koperasi telah kembali berkembang dan
salah satu kunci keberhasilannya adalah spesialisasi kegiatan usaha koperasi
dan kerjasama antar koperasi. Mengenai hubungan koperasi primer dan
sekunder di Indonesia, saat ini banyak yang bersifat artifisial karena antara
primer dan sekunder sering mengembangkan bisnis yang tidak berkaitan
bahkan tidak jarang justru saling bersaing.

Peningkatan kemampuan usaha koperasi pada umumnya.

Kemampuan usaha koperasi : permodalan, pemasaran, dan manajemen;
umumnya masih lemah. Telah cukup banyak usaha yang dilakukan pemerintah
untuk mengatasi hal tersebut, namun masih sering bersifat parsial, tidak
kontinyu, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan dalam suatu
proses pemberdayaan yang alamiah dan untuk mengembangkan kemampuan
dari dalam koperasi sendiri tampaknya lebih tepat dan dibutuhkan.

Peningkatan Citra Koperasi

Pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra
koperasi di masyarakat. Harus diakui bahwa citra koperasi belum, atau sudah
tidak, seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki kesan yang
tidak selalu positif terhadap koperasi. Koperasi banyak diasosiasikan dengan
organisasi usaha yang penuh dengan ketidak-jelasan, tidak profesional, Ketua
Untung Dulu, justru mempersulit kegiatan usaha anggota (karena berbagai
persyaratan), banyak mendapat campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Di
media massa, berita negatif tentang koperasi tiga kali lebih banyak dari pada
berita positifnya (PSP-IPB, 1995); berita dari para pejabat dua kali lebih
banyak dari berita yang bersumber langsung dari koperasi, padahal prestasi

koperasi diberbagai daerah cukup banyak dan berarti. Citra koperasi tersebut



8).

pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha
lain, maupun perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan citra koperasi yang
kurang ‘pas’ tersebut juga turut mempengaruhi pandangan mereka yang terlibat
di koperasi, sehingga menggantungkan diri dan mencari peluang dalam
hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang
wajar bahkan sebagai sesuatu yang ‘sudah seharusnya’ demikan. Memperbaiki
dan meningkatkan citra koperasi secara umum merupakan salah satu tantangan
yang harus segera mendapat perhatian.

Penyaluran Aspirasi Koperasi

Para pengusaha umumnya memiliki asosiasi pengusaha untuk dapat
menyalurkan dan menyampaikan aspirasi usahanya, bahkan juga sekaligus
sebagai wahana bagi pendekatan (lobby) politik dan meningkatkan keunggulan
posisinya dalam berbagai kebijakan pemerintah. Asosiasi tersebut juga dapat
dipergunakan untuk melakukan negosiasi usaha, wahana pengembangan
kemampuan, bahkan dalam rangka mengembangkan hubungan internasional.
Dalam hal ini asosiasi atau lembaga yang dapat menjadi wahana bagi
penyaluran aspirasi koperasi relatif terbatas. Hubungan keorganisasian vertikal
(primer-sekunder : unit-pusat-gabungan-induk koperasi) tampaknya belum
dapat menampung berbagai keluhan atau keinginan anggota koperasi atau
koperasi itu sendiri. Kelembagaan yang diadakan pemerintah untuk melayani
koperasi juga acap kali tidak tepat sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi,
karena sebagian aspirasi tersebut justru berhubungan dengan kepentingan
pemerintah itu sendiri. Demikian pula dengan kelembagaan gerakan koperasi

yang sekian lama kurang terdengar kiprahnya. Padahal dilihat dari jumlah dan



kekuatan (ekonomi) yang dimilikinya maka anggota koperasi dan koperasi

kiranya perlu diperhatikan berbagai kepentingannya.

D. PENUTUP :

Berdasarkan wuraian singkat tersebut diatas secara garis besar dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1

Penyelenggaraan koperasi yang terjadi hingga sekarang di Indonesia belum
sesuai dengan maksud Amanat 1945, yaitu Ekonomi Pancasila, oleh karenanya
belum mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sistem koperasi Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Amanat
1945 diyakini dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,
karena semua unsur-unsur yang diperlukan bagi penyelenggaraannya sudah
tersedia di dalam negeri, tinggal sistem pengelolaan beserta aturan mainnya.
Diperlukan pemikiran-pemikiran baru dan konsep-konsep baru yang mengacu
kepada ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud dalam pengertian
Amanat 1945 sehingga rakyat/setiap warga negara dapat dijamin untuk
memperoleh hak-haknya melalui keanggotaannya dalam koperasi Indonesia.
Diperlukan persiapan yang matang bagi terselenggaranya sistem koperasi
Indonesia melalui studi induktif logis maupun deduktif baik formal maupun
tradisional kultural.

Diperlukan pengertian dan goodwill dari Pemerintah dan semua fihak untuk
mengerti dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam usaha pengembangan
konsep baru ekonomi Pancasila agar dapat segera mengatasi krisis multi

demensional yang terjadi selama ini.



6 Beberapa pemikiran yang telah diajukan kiranya membutuhkan setidaknya dua
prasyarat.

a. Pertama, pendekatan pengembangan yang harus dilakukan adalah
pendekatan pengembangan kelembagaan secara partisipatif dan
menghindari pengembangan yang berdasarkan pada ‘kepatuhan’ atas arahan
dari lembaga lain. Masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk
mampu mengambil keputusan sendiri demi kepentingan mereka sendiri.
Dalam hal ini proses pendidikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi
menjadi faktor kunci yang sangat menentukan.

b. Kedua, diperlukan kerangka pengembangan yang memberikan apresiasi
terhadap keragaman lokal, yang disertai oleh berbagai dukungan tidak
langsung tetapi jelas memiliki semangat kepemihakan pada koperasi dan
ekonomi rakyat. Strategi pengembangan yang perlu dikembangkan adalah
strategi yang partisipatif. ~ Hal ini akan membutuhkan perubahan
pendekatan yang mendasar dibandingkan dengna strategi yang selama ini
diterapkan. Rekonsptualisasi sekaligus revitalisasi peran pemerintah akan
menjadi faktor yang paling menentukan dalam perspektif pengembangan

partisipatif ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2010, Koperasi Produksi di SwediaDampak Pertumbuhan Koperasi Eropa
http://inggridseptinsiahaan.wordpress.com/2010/11/09/koperasi-produksi-
di-swedia/

Bayu Krisnamurthi, 2002, Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka
Pengembangan Ekonomi Rakyat, Artikel Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. I -
No. 4 - Juni 2002


http://inggridseptinsiahaan.wordpress.com/2010/11/09/koperasi-produksi-di-swedia/
http://inggridseptinsiahaan.wordpress.com/2010/11/09/koperasi-produksi-di-swedia/

Hariyono, 2003, Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila,
Artikel - Th. 1l - No. 4 - Juli 2003

Mubyarto, dan Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative for
Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Mubyarto, 2003, Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Industrial, Artikel - Th. Il -
No. 5 - Agustus 2003

Mubyarto, 2002, Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi
: Peran Perguruan Tinggi, Artikel - Th. I - No. 6 - Agustus 2002

Mubyarto, 2003, Dari llmu Berkompetisi Ke limu Berkoperasi, Artikel JER, Th. Il
- No. 4 - Juli 2003

Mubyarto, 2002. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta, BPFE-UGM.

Noer Soetrisno, 2003, Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan, Artikel - Th. II -
No. 5 - Agustus 2003

Noer Soetrisno : Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi
Rakyat

Noer Soetrisno, 2003, Koperasi Mewujudkan Kebersamaan Dan Kesejahteraan:
Menjawab Tantangan Global Dan Regionalisme Baru, JER, - Th. Il - No. 5
- Agustus 2003]

Noer Soetrisno, 2003, Wajah Koperasi Tani dan Nelayan Di Indonesia: Sebuah
Tinjauan Kiritis, Artikel JER, Th. Il - No. 5 - Agustus 2003

Rusidi, dan Maman Suratman, 2002 : Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang
Koperasi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung 2002

Soekarno, “12 Kali Tepuk Tangan di BPUPKI: Lahirnya Pancasila”, Pidato
pertama tentang Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh
Bung Karno, 2003, Panitia Pusat “Silaturahmi Kebangsaan 2003”.



